








v

ABSTRAK 

 
  Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang telah dipungut selanjutnya digunakan 
untuk belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah, dana transfer ke daerah serta dana 
desa. Jumlah belanja pemerintah selalu lebih besar daripada penerimaan negara setiap 
tahunnya sehingga menyebabkan defisit APBN pada tahun 2017 sebesar Rp330,2 triliun dan 
tahun 2018 sebesar Rp325,9 triliun. Untuk menutupi defisit APBN, pemerintah berupaya agar 
penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dapat mencapai target setiap tahunnya. 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah 
satunya adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan pertama dimulai pada tahun 1983 
dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. 
Namun dalam pelaksanaan sistem self assessment, wajib pajak terkadang melakukan 
kekeliruan yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan dan kepatuhan 
wajib pajak yang masih rendah. 
  Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi di masa 
mendatang, perlu dilakukan tax review. Tax review berguna untuk mencegah terjadinya 
kesalahan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang serta menghindari 
sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Langkah dalam melakukan tax review 
dimulai dari identifikasi aspek perpajakan , penelahaan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan dan memberikan laporan akhir tax review beserta rekomendasi berupa kesimpulan 
dan saran kepada CV Z. 
  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data primer 
dalam penelitian ini berupa wawancara tentang gambaran umum perusahaan, struktur 
organisasi, dan job description, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah SPT 
laporan keuangan perusahaan (neraca dan laba rugi), faktur pajak, SPT Tahunan PPh Badan, 
SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 25, SSP, dan bukti potong. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
  Berdasarkan tax review yang telah peneliti lakukan, CV Z belum sepenuhnya 
melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Hal ini ditunjukkan adanya keterlambatan 
penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 untuk masa pajak Maret, PPh Pasal 25 untuk masa 
pajak Februari dan Maret, dan PP 46 Tahun 2013 untuk semua masa pajak tahun 2017. Selain 
keterlambatan penyetoran, terdapat juga keterlambatan pelaporan PPh Pasal 25 untuk masa 
pajak April, Mei, Juni, dan Juli. Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada CV Z untuk 
menyetor dan melapor pajak tidak melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan agar tidak 
dikenakan sanksi oleh DJP. 
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ABSTRACT 

 

 
  Tax is the largest source of state revenue in the State Budget (APBN). The tax 
that has been collected is then used for state expenditure consisting of government 
expenditure, funds transferred to the regions and village funds. The amount of government 
expenditure is always greater than state revenue each year, causing the APBN deficit in 2017 
to amount to Rp330.2 trillion and in 2018 amounting to Rp325.9 trillion. To cover the state 
budget deficit, the government accepts that accepting the state accepting receipts can reach 
the target every year. Efforts made by the government, the Directorate General of Taxes 
(DGT) are exclusive taxation reforms. Tax reform first began in 1983 by changing the tax 
collection system from official assessment to self-assessment. But in the implementation of the 
self-assessment system, taxpayers overcome errors that can be caused by knowledge of 
taxation and tax obligations that are still poor. 
  In an effort to minimize the risk of errors that occur in the future, a tax review 
is needed. Tax review are useful for preventing errors in calculating, depositing, and reporting 
tax payable as well as avoiding tax penalties imposed on taxpayers. The step in conducting a 
tax review starts from identifying the aspects of taxation of CV Z, reviewing the 
implementation of tax obligations and providing a final report on the tax review along with 
recommendations be in the form of conclusions and suggestions to CV Z 
  The method used is descriptive method. Primary data in this research is in the 
form of interviews about the general description of the company, organization structure, and 
job description, while in this research the secondary data SPT involve company financial 
statements (balance sheet and income statement), tax invoices, Annual Income Tax Return, 
Annual VAT SPT, Period Income Tax Return Article 21, 23, 25, CNS, and certificate of 
withholding tax. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and 
literature.  
  Based on the tax review that the researcher has done, CV. Z has not carried 
out tax obligations according to regulations. This is indicated by the delay in depositing 
Article 21 Income Tax and Article 23 Income Tax for the March tax period, Article 25 Income 
Tax for the February and March tax periods, and PP 46 2013 for all 2017 tax periods. In 
addition to late deposits, there are also late reporting of Article Income Tax 25 for the tax 
periods of April, May, June and July. Therefore the researcher gave advice to CV Z to deposit 
and report tax not exceeding the time limit set by the regulations so as not to be subject to 
sanctions by the DGT. 
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BAB 1 

  PENDAHULUAN  

 

 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data APBN tahun 2017 dan tahun 2018 pada situs Kementrian Keuangan 

Negara Republik Indonesia, penerimaan negara tahun 2017 dan tahun 2018 masing-

masing sebesar Rp1.750,3 triliun dan Rp 1.894,7 triliun. Jumlah penerimaan negara 

tersebut bersumber dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan 

perpajakan (sebesar Rp1.498,9 triliun pada tahun 2017 dan Rp1.618,1 triliun pada 

tahun 2018), penerimaan negara bukan pajak  (sebesar Rp250 triliun pada tahun 2017 

dan Rp275,4 triliun pada tahun 2018), dan hibah (sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 

2017 dan Rp 1,4 triliun pada tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id). 

  Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa pajak merupakan 

salah satu sumber terbesar dalam APBN. Pajak yang telah diperoleh selanjutnya 

digunakan untuk belanja negara. Pengeluaran untuk belanja negara berdasarkan data 

APBN tahun 2017 dan tahun 2018 pada situs Kementrian Keuangan Negara Republik 

Indonesia masing-masing sebesar Rp2.085 triliun untuk tahun 2017 dan Rp2.220,7 

triliun. Jumlah pengeluaran belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah 

(masing-masing sebesar Rp1.315,5 triliun untuk tahun 2017 dan Rp1.454.5 triliun 

untuk tahun 2018) dan transfer ke daerah dan dana desa (masing-masing sebesar 

Rp764,9 triliun untuk tahun 2017 dan Rp766,2 triliun untuk tahun 2018). Jumlah 

belanja negara pada APBN 2017 sampai dengan APBN tahun 2018 selalu lebih besar 

daripada pendapatan negara sehingga terjadi defisit APBN, yaitu sebesar Rp330,2 

triliun untuk tahun 2017 dan Rp325,9 triliun untuk tahun 2018 

(www.kemenkeu.go.id). Mengingat jumlah penerimaan negara lebih rendah daripada 

jumlah belanja negara, maka utang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang 

dipakai pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Untuk menutupi defisit APBN, 

pemerintah berupaya agar penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dapat 

mencapai target setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya adalah reformasi perpajakan. 

Reformasi perpajakan yang pertama dilakukan pada tahun 1983 dengan 

mengubah sistem pemungutan pajak, dari official assessment system menjadi self 
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asssment system. Contoh sistem pemungutan pajak self assessment adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan  Final sesuai 

dengan PP No.23 Tahun 2018  dan Pajak Pertambahan Nilai. Namun dalam 

pelaksanaan sistem self assessment, wajib pajak terkadang melakukan kekeliruan yang 

dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak 

yang masih rendah, adanya indikasi bahwa pajak merupakan beban bagi wajib pajak 

sehingga wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak. 

  Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi di 

masa mendatang, perlu dilakukan tax review,meliputi kegiatan penelaahan kewajiban 

perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, 

dan pelaporan agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan. Tax review 

bermanfaat bagi wajib pajak karena kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan dapat ditemukan dan diminimalisir sebelum dilakukan pemeriksaan pajak 

oleh fiskus. Dengan tax review, diharapkan wajib pajak dapat terhindar dari 

kemungkinan dikenakan sanksi perpajakan. 

  CV Z merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam 

bidang usaha alat tulis kantor, jasa pembasmian hama, dan jasa instalasi. CV Z telah 

dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). CV Z telah menyelenggarakan 

pembukuan sampai dengan tahun pajak 2017. Mengingat omzet pada tahun 2016 dan 

tahun 2017 ternyata kurang dari Rp4.800.000.000,00, maka CV Z bermaksud 

menggunakan perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 pada 

tahun pajak 2017. Oleh karena itu, CV Z mengajukan permohonan perhitungan 

kewajiban perpajakan menggunakan PP 46 tahun 2013 pada tanggal 30 April 2018 dan 

disetujui pada tanggal 23 Juli 2018. Akibatnya CV Z telah melakukan pembetulan SPT 

tahun 2017 dengan melaporkan pajak penghasilan terutang berdasarkan ketentuan PP 

46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Dampak yang terjadi ketika menggunakan PP 46

Tahun 2013 adalah PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan PPh Pasal 23 yang telah 

dipotong tidak dapat dikreditkan. Pada tanggal 11 September 2018 CV Z sedang 

diperiksa oleh DJP dikarenakan mengajukan perubahan perhitungan pajak penghasilan 

menggunakan dasar PP 46 Tahun 2013 dan kemungkinan terjadi restitusi PPN. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka untuk 

mengetahui lebih dalam masalah yang akan dibahas, peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Aspek perpajakan apa saja yang menjadi kewajiban CV Z? 

2. Apakah CV Z telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan? 

3. Apa sajakah sanksi yang dapat dikenakan pada CV Z? 

 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian tentang tax review adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui aspek perpajakan apa saja yang menjadi kewajiban CV Z? 

2. Untuk menganalisis apakah CV Z telah melaksanakan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan? 

3. Untuk menganalisis sanksi yang dapat dikenakan pada CV Z? 

 

 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai  

pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, 

penelitian ini melatih peneliti dalam membuat karya ilmiah dan sebagai referensi 

untuk melanjutkan studi pada strata selanjutnya. 

2. Perusahaan CV Z 

Melalui penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kewajiban 

perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

3. Pembaca 

Peneliti berharap bagi pihak lain yang membaca penelitian ini, khususnya 

mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah skripsi, dapat dijadikan referensi 

untuk membuat penelitian berikutnya. 
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 Kerangka Pemikiran 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT). Menurut Mardiasmo (2018:9), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di 

Indonesia, yaitu withholding tax system, self assessment system, dan official 

assessment system. Dalam withholding tax system, wewenang diberikan kepada pihak 

ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak yang menggunakan  

withholding tax meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh 

Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam official assessment system, pemungutan 

pajak dilakukan oleh fiskus sehingga tidak menjadi pembahasan dalam penelitian. 

Contoh pajak yang menggunakan official assessment system adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pajak yang menggunakan self assessment system adalah PPN, PPh Pasal 

25, PPh Pasal 28 A, PPh Pasal 29, PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. Dalam 

sistem self assessment, wajib pajak diperkenankan untuk melakukan tax planning. 

Namun di sisi lain, terdapat wajib pajak yang melakukan tax avoidance bahkan tax 

evasion. Tindakan tersebut dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajak yang 

dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil. Selain tindakan tersebut, ada risiko 

yang terdapat dalam implementasi self assessment system, yaitu kesalahan dalam 

penghitungan pajak yang harus disetor dan dilaporkan kepada negara. Hal ini 

disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh wajib pajak tentang 

perpajakan.  

  Sebagai upaya menghindari dikenakannya sanksi perpajakan, dan 

mengetahui kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan tax 

review. Tax review bertujuan untuk meninjau kembali data pajak yang telah dilaporkan 

oleh wajib pajak agar kesalahan kedepannya dapat diminimalisir dan tidak terulang 

lagi. Suandy (2016:156) mengatakan bahwa tax review pada dasarnya merupakan 

audit pajak tetapi yang melaksanakan bukan fiskus melainkan wajib pajak sendiri. 

Menurut Suandy (2016:156), langkah-langkah untuk melakukan tax review terdiri atas 

tiga tahapan, yaitu identifikasi aspek perpajakan termasuk hak dan kewajiban yang ada 
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di dalamnya, penelaahan atas kewajiban yang telah dilaksanakan, dan pembuatan 

laporan akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan kepada wajib 

pajak. Unit penelitian pada penelitian ini adalah badan berbentuk CV yaitu CV Z

dengan data penelitian tahun pajak 2017. Pada penelitian tax review ini, langkah

pertama  yang peneliti lakukan adalah identifikasi aspek perpajakan yang terdapat pada 

CV Z. Setelah dilakukan identifikasi aspek perpajakan, langkah tax review berikutnya

adalah penelahaan atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Pada langkah 

ini, peneliti dapat mengetahui apakah wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila tidak sesuai 

wajib pajak berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda serta 

sanksi pidana. Prosedur yang dilakukan pada tahap kedua, antara lain menelaah PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, PPh Pasal 

28A, PPN, dan PP 46 Tahun 2013 yang akan peneliti jelaskan pada bab 2 dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Setelah penelahaan pajak 

selesai dilaksanakan, peneliti membuat laporan akhir berupa kesimpulan dan saran-

saran yang akan direkomendasikan kepada CV Z.   
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Wajib Pajak Badan 

Self Assesment  Withholding Tax  

PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A, PPN, 

PP 46 Tahun 2013 

Tax Review 

Langkah-langkah tax review: 

1. Identifikasi aspek perpajakan pada CV Z 

2. Penelahaan pelaksanaan kewajiban perpajakan pada CV Z 

3. Pembuatan laporan akhir penelaahan pajak berupa 

rekomendasi dan saran kepada wajib pajak 

Sumber : Suandy (2016:155-157) 

 

Apakah perusahaan 

telah melaksanakan 

kewajiban dengan 

benar? 
Tidak dikenakan 

sanksi 

Tidak 

Berpotensi 

dikenakan sanksi

PPh 21, 22, 23, 4 ayat (2) 

 

Gambar 1.1  

Kerangka pemikiran 

Sumber: diolah peneliti 
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